
 

 

 
 

 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
NOMOR   1    TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menyusun 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66  Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 

SALINAN 



 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4422); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4576); 

 

 

 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 

tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali 
Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 160); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4616); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun  2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

18. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   
tentang Pedoman   Pembinaan   dan   Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

 

 

 



 

23. Peraturan Daerah Kabupat en  Po l ewa l i  Mandar  

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2009 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang  tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 

Nomor 2); 

25. Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar  Nomor  29  

Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Akuntansi  
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali 
Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah  
Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati 

Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali 

Mandar Nomor 29 Tahun 2014  tentang  Kebijakan  
Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  
dan  Peraturan    Bupati Polewali Mandar Nomor 69 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar; 

26. Peraturan  Bupati Polewali  Mandar  Nomor 37 
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar; 

27. Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar  Nomor  40  

Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntansi  

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 

  
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

Pasal 1 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 
keuangan memuat : 

 

a. laporan realisasi anggaran (LRA); 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL); 

c. neraca; 
d. laporan operasional; 

 



 

e. laporan perubahan  ekuitas (LPE);dan 

f. laporan arus kas; dang. catatan atas laporan 
keuangan. 

 

(2)  Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan 
keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan 
Daerah. 

 
 

Pasal 2 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 

 

a. pendapatan daerah  Rp. 1.510.698.717.309,77 
b. belanja daerah   

-   belanja Rp. 1.288.903.029.303,00  

-   transfer Rp.    231.118.517.239,00 Rp. 1,520.021.546.542.00 

     surflus/(defisit)  Rp.       (9.322.829.232,23) 

   

c. pembiayaan   

     -   penerimaan  Rp.     60.064.907.559,83 

     -   pengeluaran  Rp.                           0,00 

    pembiayaan netto  Rp.     50.742.078.327,60 
                                                      

Pasal 3 

 
Uraian laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 

 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                  
Rp. 32.406.604.607,74 dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. anggaran pendapatan setelah 

perubahan 
Rp. 1.478.292.112.702,03 

2.  realisasi Rp. 1.510.698.717.309,77 
selisih lebih/(kurang) Rp.      32.406.604.607,74 

 
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.17.771.704.638,66  dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. anggaran belanja setelah 
perubahan 

Rp. 1.303.647.733.938,66 
 

2.  realisasi Rp. 1.303.647.733.938,66 
selisih lebih/(kurang) Rp.       17.771.704.638,66 

 
c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah                  

Rp.   3.563.769.084,20   dengan rincian sebagai berikut: 

 
1. anggaran transfer setelah perubahan Rp. 234.682.286.323,20 
2. realisasi Rp. 231.118.517.239,00 

selisih lebih/(kurang) Rp.      3.563.769.084,20 
 

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah            

Rp.  (50.742.078.327,60) dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. surplus/devisit setelah perubahan 
ah perubahan                                   Rp. 

  Rp.   (60.064.907.559,83) 

2. realisasi  Rp.     (9.322.829.232,23) 

selisih lebih/(kurang) Rp.   (50.742.078.327,60) 
 
 
 



 

 

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  
Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Setelah Perubahan 
ah perubahan                                   Rp. 

  Rp.   60.064.907.559,83 

2. realisasi  Rp.   60.064.907.559,83 

selisih lebih/(kurang) Rp.                         0.00 

 
f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. Setelah Perubahan 
ah perubahan                                   Rp. 

  Rp.                         0.00 

2. realisasi  Rp.                         0.00 

selisih lebih/(kurang) Rp.                         0.00 

 
g. selisih  anggaran  dengan  realisasi  pembiayaan Netto sejumlah         

Rp.   0.00    dengan  rincian sebagai berikut : 
 

1. anggaran pembiayaan Netto setelah 
perubahan 
ah perubahan                                   Rp. 

  Rp.   60.064.907.559,83                      
60.064.907.55 2. realisasi  Rp.   60.064.907.559,83 

selisih lebih/(kurang) Rp.                         0.00 

 
Pasal 4 

 

Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  sebagaimana  dimaksud  
dalam  Pasal  1  huruf  b  per  31 Desember 2020 sebagai berikut : 

 

a. saldo anggaran lebih awal Rp.     60.064.907.559,83 

b. penggunaan SAL sebagai penerimaan 
pembiayaan tahun 

Rp.     60.064.907.559,83 

 

sub total Rp.                           0,00 

c. sisa lebih/kurang pembiayaan 
(SILPA/SIKPA) 

Rp.     50.742.078.327,60 

sub total Rp.     50.742.078.327,60 

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya 

Rp.                           0,00 

e. lain-lain Rp.                           0,00 

f. saldo anggaran lebih akhir Rp.     50.742.078.327,60 

 
 

Pasal 5 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 
sebagai berikut : 

 

 a. jumlah aset Rp. 2.350.176.226.619,97 
b. jumlah kewajiban Rp. 40.704.760.441,48 
c. jumlah ekuitas dana Rp. 2.309.471.466.178,49 

 

Pasal 6 
 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 
per 31 Desember 2020 sebagai berikut : 

a. pendapatan – LO Rp.
p. 

1.384.461.696.166,81 
b. beban – LO Rp.  1.233.819.631.212,05 
c. surplus/defisit – LO Rp.      96.915.412.279,51 

 
 



 

 
Pasal 7  

 

Laporan Perubahan  Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e 
untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut : 

 

a. ekuitas awal Rp. 2.207.817.138.911,12 
b. surplus/defisit LO Rp.       96.915.412.279,51 
c. RK PPKD Rp.                            0,00 

d. dampak Akumulatif perubahan 
kebijakan/kesalahan mendasar 

Rp.  

- koreksi nilai persediaan Rp.                            0,00 

- selisih revaluasi aset tetap Rp.        4.738.914.987,86 

- koreksi ekuitas lainnya Rp.                            0,00 

e. ekuitas akhir Rp. 2.309.471.466.178,49 

 
Pasal 8  

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut : 

a. saldo kas awal per 1 Januari 2020 Rp.      59.771.353.709,83 
b. arus kas dari aktifitas operasi Rp.     293.115.771.007,77 
c. arus kas dari aktifitas investasi non 

keuangan 
Rp.   (302.438.600.240,00) 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.                           (0,00) 

e. arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.            (11.767.700,00) 

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp.       51.574.728.556,80 
 

Pasal 9 
 

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 1 
huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupuan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 
 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

 

a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

 1. lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 2. lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 3. lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi 
Program dan Kegiatan; 

 4. lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

 5. lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

 6. lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah); 

 



 

 7. lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

 8. lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Lainnya; 

b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-
SAL); 

c. lampiran III : Neraca; 

d. lampiran IV : Laporan Operasional; 

e. lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas; 

f. lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. lampiran VII : Laporan Kinerja; dan 

h. lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 11 
 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

 

Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  
Peraturan  Daerah  ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar. 

 
 

Ditetapkan di Polewali 

       pada tanggal  7  September 2021 

 BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
         ttd 

 
 ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

 
 

 
Diundangkan di Polewali 

pada tanggal 8  September 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
 
 
              ttd 

 

BEBAS MANGGAZALI 

 
  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 1. 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI 
SULAWESI BARAT : (NOMOR 16  / TAHUN 2021). (NOMOR 65 / TAHUN 2016) 

 

 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali 8 September 2021 

an. KEPALA BAGIAN HUKUM 
 Kasubag. Peraturan Perundang-

 Undangan, 

 
 

 
 

JARSAT ALAM MAULANA,SH.,MH 
Pangkat : Penata TK. I 

NIP      : 19820116 200803 1 001 


